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IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA SAMARINDA (STUDI DI PASAR MERDEKA)

Rosalinal

Abstrak

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang I mplementasi
Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar dalam menunjang
Pendapatan Adli Daerah Kota Samarinda (Sudi di Pasar Merdeka).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Fokus
penelitian Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar
dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar
Merdeka) adalah objek dan subjek Retribusi Pasar Merdeka, struktur dan
besarnya tarif retribus yang dipungut, tata cara pemungutan Retribusi Pasar
Merdeka, sanksi-sanks terhadap pelanggaran administras di Pasar Merdeka,
jenis-jenis fasilitas Retribusi dan besarnya retribus yang dipungut di Pasar
Merdeka. dan faktor faktor penghambat dalam Implementass Perda No 13
Tahun 2011. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan
wawancara dengan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan
dokumen-dokumen Kantor Dinas Pasar dan Unit Pasar Kota Samarinda.
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif
yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduks data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikas data.

Dari hasil penilitian yang di lakukan penulis adalah Target dan Realisas
Retribusi Pasar Merdeka Tahun 2012-2014, tahun 2012 target Rp. 136.490.400
Realisas Rp. 162.708.000. Tahun 2013 target Rp. 206.640.000 Realisas Rp.
206.074.000,- tahun 2014 target Rp. 235.800.000 Realias Rp. 215.746.000,-
Realisas di tahun 2013 dan 2014 yang tidak melampaui target dikarenakan,
kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melakukan proses pembayaran dan
pelaksanaan pemungutan retibus yang masih lemah dan harus ditingkatkan.
Para penerima layanan pasar juga menginginkan akan perhatian dari
pemerintah terhadap kondisi yang ada di pasar merdeka terutama dari segi
kebersihan, tata cara pemungutan dan tata cara pembayaran belum maksimal
karena adanya petugas yang kurang disiplin dan kurang tegasnya pemerintah
dalam pemberian sanks kepada pedagang yang tidak membayar retribus di
karenakan faktor sepinya pembeli.

Kata Kunci : Implementasi Retribusi, Pasar Merdeka.
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Pendahuluan

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Ri&puolonesia
Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuandayamen umum, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya dammara pemerintah
dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan eseadil dan selaras
berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasalerupakan landasan
filosofis dan landasan konstitusional pembentukamddhg-unang tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dasriR@ah Daerah.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Petakan
Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggdfaaerintah Daerah
yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desasralbehingga daerah
otonom memiliki kewenangan dan keleluasan untuk bsruk dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aispiasyarakat. Ini berarti
pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam patean pemerintahan dan
pembangunan, daerah otonom harus mampu mengatahnamgga daerahnya
sendiri dan mengedepankan otonomi luas dan beagggwab.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yhperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daesalaisdengan peraturan
perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatadaerah yaitu
dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah :
Sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari:
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik daerah
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
b. Sumber-sumber Pembiayaan Otonomi
Adapun sumber-sumber pembiayaan otonomi yang dkgumauntuk
membiayai kegiatan pemerintahan daerahb terdiri: dar
Pendapatan asli daerah
b. Dana perimbangan
c. Pinjaman daerah
d. Lain-lain penerimaan yang sah

Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan hD&&ata
Samarinda Nomor 13 tahun 2011 Retribusi Pasar sepadaman pengelolaan,
pemungutan dan penerimaan Retribusi Pasar. JemsRetribusi Pasar dalam
Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum,
b. Retribusi Jasa Usaha, dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Pasar termasuk dalam jenis golongan Rsiribasa Usaha.
kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusa Jdswum atau
Retribusi Perizinan tertentu.

o
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2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang berstfmersial yang
seyogianya disediakan oleh sector swasta, teeElpm memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai d*elmerintah Daerah.

Berdasarkan Observasi/ pengamatan yang penulis dakdkapangan
dan mencari informasi melalui wawancara kepada kefmdang (kabid)
Penagihan Dinas Pendapatan Kota Samarinda, terdefdzdgai permasalahan
dalam Implementasi Retribusi Pasar Merdeka dalamunmjang Pendapatan
Asli Daerah di Kota Samarinda. Hal ini dapat tedildari Adanya oknum
petugas dalam melakukan pemungutan kepada @eglagidak disertai
dengan memberikan karcis kepada pedaganginhaéntu saja terjadinya
pungutan liar dimana uang tersebut masuk kekagntpribadi.(wawancara
kabid Dispenda, 14 september 2015). Kemudian Permasalahan Kedua yaitu
Adanya oknum petugas pasar merdeka yang jarangkuk@la pemungutan
setiap hari sehingga terjadinya penumpukan peméaayaatribusi di keesokan
harinya. Permasalahan ketiga yaitu kurangnya parhaPengelola Pasar
terhadap kebersihan di lingkungan pasar, separtimpukan sampah di tempat
pembuangan sampah (TPS) yang jarang di angkut maéigas kebersihan.
Sehingga menyebabka pedagang tidak membayar trifbelanjutnya
Permasalahan ke Empat yaitu lemahnya pemberiasis@nkadap pelanggaran
administrasi dalam hal ini adalah telat atau kija membayar Retribusi
Pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kKamraian dibahas
diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan p=mel mengenai
Implementasi Retribusi, Pasar Merdeka dengan judimiplfémentasi Perda
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Dalamukjang Pendapatan
Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dkadwan pada latar
belakang masalah maka rumusan masalah dalam pEmeini adalah
bagaimana Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 20hiafg Retribusi Pasar
Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Sawder{®tudi di Pasar
Merdeka). Serta factor Pendukung dan Penghambab&stPasar Merdeka.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk menigeita dan
menggambarkan /mendeskripsikan Implementasi PeataoN 13 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatdn Deerah Kota
Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara teoritis: memberikan kontribusi terhadap geerbangan ilmu
pengetahuan dan dapat membandingkan antara tewgi diperoleh dibangku
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kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalagka meningkatkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam dradirRplementasian
Kebijakan Publik.

Secara praktis: Sebagai bahan masukan untuk parigab dan sumbangan
pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah dalamirhaDinas Pengelolaan
Pendapatan Keuangan Daerah Kota Samarinda dalampetfegani dan
memecahkan masalah Implementasi Retribusi Pasar ekierdDalam
Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Kebijakan Publik

William N Dunn (2004:27) mengatakan bahwa kebijakadalah
serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungamasuk keputusan untuk
tidak berbuat yang dibuat oleh badan-badan atatokgemerintah. Laswell
dan Kaplan (dalam Lubis, 2007:9) berpendapat bakelsijakan itu sebagai
sarana untuk pencapaian tujuan, kebijakan itu @agudalam program yang
diarahkan kepda pencapaian tujuan, dan prakaghrofected program of goals,
values and practices) Menurut Dye (dalam Islamy, 2008:18) kebijakan Igub
diartikan apapun yang dipilih oleh pemerintah untlikakukan atau tidak
dilakukan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh pdna diatas maka
penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan publifalah keputusan-
keputusan yang telah diambil oleh sekelompok oratay pemerintah yang
mengikat bagi orang banyak pada tataran strategigah tujuan yang telah
ditetapkan demi kepentingan masyarakat.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2012:139) implementasi merupalsalatu proses
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakuiw@etu aktifitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkaio $iasil yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu senddmudliian Van Matter dan Van
Horn (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implement&ebijakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan baik indifidu-wmidu atau pejabat-pejabat
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta ydiayahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskaamateputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis simpulkahwa
implementasi kebijakan merupakan suatu proses teegidan tindakan yang
dilakakukan oleh para pelaksana dengan tujuan depzgtpainya suatu tujuan
dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut undadagig No.28 tahun
2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali Wdayah daerah yang
bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasitibusi daerah, hasil
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dardalai pendapatan asli
daerah yang sah.

Menurut Darise (2009:33) Pendapatan Asli Daerahrupakan
pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberidafuksan kepada daerah
dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otomamiah sebagai
perwujudan asas desentralisasi yang bersumber il pajak daerah
dipsahkan, dan lain-lain pendapatan asli daeraly wah. Dana perimbangan
selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam anandtewenangannya,
juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan surpeedanaan pemerintahan
antara pusat dan daerah serta untuk mengurangijegan pemerintah antar
daerah sehingga merupakan sistem transfer danpegagrintah.

Dasar hukum pendapatan asli daerah diatur dalaatuPen Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah sedangkan dasar hukum Pam@bangan diatur
dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Pengertian Retribusi Daerah

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 28 Tah®9® Fasal 1
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut RetribieserBh adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemiperigntentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daantuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Pengertian retribusi menurath&&in (2005:5) adalah
pembayaran wajib dari penduduk kepada negara admsgatertentu yang
diberikan oleh negara bagi penduduknya secaragegan. Jasa tersebut dapat
dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membagtibusi yang menikmati
balas jasa dari negara. Menurut Kaho (2007:170)ilResir Daerah adalah
pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakaldm mereka yang
menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan keggada Pemerintah yang
dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsurag depnjuk.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapgtimeulkan bahwa
retribusi daerah adalah pungutan daerah atas fasdazen yang diberikan oleh
pemerintah daerah. Sedangkan kesimpulan dari Ingpitarsi Retribusi menurut
penulis adalah pelaksanaan keputusan kebijakan gémgt oleh pemerintah
yaitu berupa pungutan daerah sebagai pembayaranskeremperoleh jasa atau
pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribaai dadan.

Definisi Konsepsional

Di dalam penelitian ini penulis memberikan definikbnsepsional dari
Implementasi Retreibusi Pasar Merdeka dalam Mengnj@endapatan Asli
Daerah Kota Samarinda yaitu :

Retribusi Pasar adalah Pelaksanaan pembayaranasta¢nyediaan
fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa gralat los, kios, yang dikelola
pemerintah daerah, dan khusus disediakan untukgpada Dalam hal ini
pemungtan Retribusi Pasar sebagai salah satu peguijandapatan Asli
Daerah di Kota Samarinda.
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M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptifiakitatif. Penelitian
Deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dartujumn memberikan
gambaran serta menjelaskan dari variabel yangtditel

Fokus Penélitian
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitetau indikator yang
akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Implementasi Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang RstriPasar Merdeka
Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Santeai(Btudi di Pasar
Merdeka) yang meliputi :

a. Objek dan Subjek Retribusi Pasar Merdeka Kota Santear

b. Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dipundiuPasar Merdeka
Kota Samarinda.

c. Tata cara pemungutan Retribusi Pasar Merdeka KaoteuSzda.

d. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran administragtagiar Merdeka
Kota Samarinda.

e. Target dan realisasi retribusi pasar merdeka tabag-2014.

2. Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi R&yda3 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pasar dalam Menunjang PendapatirDAerah Kota
Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2001: 107) yang dimaksiengan sumber
data adalah benda, hal atau orang tempat penaditigamati, membaca atau
bertanya tentang data.

Dalam penelitian ini tehnik sampling yang digunaleatalah purposive
sampling. Sedangkan informan itu sendiri menuruteldiog (2004:132) adalah
orang yang memberikan informasi dan kondisi latargtitian. Dalam penelitian
ini yang menjadi sumber data atau key informanaddal

a. Kepala Unit Pasar Merdeka.

b. Bendahara Bidang Pendapatan Dinas Pasar.

c. Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerabh.

d. Karyawan Unit Pasar Merdeka. Dan

e. Juru Pungut dan Para Pedagang yang memanfaatléaggmsar

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pemulisa mendukung
dan memperkuat isi dalam penelitian yang disajike@mulis, yaitu melalui
tahapan mengumpulkan data, melakukan observasi,ame@re dan studi
dokumentasi.
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Analis Data

Dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatisiandata untuk
mengolah data yang ada. Analisis data yang digunaeam penelitian ini
adalah metode analisis data deskritif kualitatii ddilles dan Huberman (2007
: 15-20) Adapun aktivitas dalam analisis data yalari pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan terakhir penakkampulan.

Hasi| Penelitian Dan Pembahasan
Gambaran Umum Lokas Penelitian
Gambaran umum lokasi penelitian berdasarkan hdservasi yaitu

Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sung&ng merupakan
Daerah yang ada di Kota Samarinda. Dan gambaramulokasi penelitian
terdiri dari monografi lokasi tempat penelitian daanografi pasar merdeka.

Pasar merdeka berada dijalan merdeka dibangurudikein Sungai Pinang
Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Pasadeka dahulu
bernama Pasar Impres pada tahun 1980-1998, sejaklinga pembangunan
kemudian mengalami perubahan terutama pada berankpdrubahan nama
menjadi Pasar Merdeka dari tahun 1994 sampai saatPasar merdeka
merupakan pasar tradisional dimana pasar ini mégyaad berbagai kebutuhan
masyarakat seperti sembako, ikan, ayam, sayur maglontongan, kambing
dan lain-lain. Pasar merdeka memiliki Los sebarB&klan pedagang kaki lima
(PKL) sebanyak 182, Ruko sebanyak 30, dan kiosnselbal6l. Pasar
merdeka sudah mulai beraktifitas dari pukul 05/8ka hingga 15.00 Wita.
Menjual berbagai macam kebutuhan Sandang dan Pgaggrdi butuhkan oleh
masyarakat.

Pembahasan

Implementas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribus
Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Adli Daerah Kota Samarinda
(Studi di Pasar Merdeka).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah setadakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-individu ataub jgiEat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputuskebijaksanaan.
Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang brRisiriPasar Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pasrdeka) Kota
Samarinda merupakan pelaksanaan dari kebijakan ataan serta tindakan
yang dibuat pemerintah kota samarinda mengenaissegauatu yang berkaitan
dengan retribusi pasar dalam menunjang pendapahndaerah di kota
samarinda.
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Implementas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribus Pasar Dalam
Menunjang Pendapatan Adli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar
Merdeka).

a. Objek dan Subjek retribusi Pasar.

Objek retribusi Pasar Merdeka yaitu yaitu retribjasia umum, penyediaan
fasilitas pasar/ tempat (kios, los, pelataran, Ygkada pasar yang disediakan
oleh pemerintah daerah untuk pedagang. Sedangkgksetribusi yaitu orang
pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmatygeta jasa umum yang
telah disediakan oleh pemerintah dan diwajibkamlumelakukan pembayaran
retribusi.

b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribus Pasar Merdeka

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201thrigeRetribusi
Pasar, bahwa pada dasarnya pedagang yang mendagidats atau layanan
dari pasar merdeka menyetujui akan besarnya tatifbusi yang mereka
tempati meskipun, ada sebagian pedagang yang bakmganggupi mengenai
tarif tersebut karena dilihat dari hasil pendapgt@njualan yang sepi dan para
penerima layanan pasar juga berharap, akan salalya perhatian pemerintah
daerah terhadap pasar merdeka terutama pada ketrersi
c. Tata Cara Pemungutan dan Tata cara Pembayaran Retribus Pasar

M erdeka.

Bahwa pendapatan retribusi pasar merdeka dalamemaliq@gutan dan
pembayaran retribusi pada dasarnya berjalan demgak antara petugas
pemungut dan pedagang selaku pembayar retribush daktapi adanya
kesenjangan yang terjadi yaitu disaat melakukanupgotan adanya karcis
yang tidak diberikan oleh pedagang dan adanya&etiisiplinan yang terjadi
dimana juru pungut tidak datang setiap hari melakugemungutan kemudian
hal ini menyebabkan penumpukan pembayaran yaagutidn oleh pedagang
di keesokan harinya.

d. Sanks Terhadap Pelanggaran Administras di Pasar M erdeka.

Sanksi administrasi yang berlaku di pasar merde&knbd berjalan
maksimal, karena ada sebagian kecil pedagang yasmumda pembayaran
dikarenakan sepinya penjualan yang mengakibatkdikisgya pemasukan dan
masih kurangnya perhatian dari pihak pengelola rpasardeka terhadap
kebersihan yaitu penumpukan sampah yang tidak dkunoleh petugas
kebersihan sehingga adanya pedagang yang tidakmakkukan pembayaran
retribusi pasar.

e. Target dan Realisas Retribus Pasar M erdeka Tahun 2012-2014

Penerimaan retribusi pasar merdeka yang sebagai@dihat dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan Adapun kontribusibresi Pasar Merdeka
Kota Samarinda terhadap Pendapatan Asli Daerah Tatuan 2012 dalam satu
tahun target yang di tetapkan Rp. 136.490.400 Resaliga mencapai Rp.
162.708.000,- kemudian pada tahun 2013 Pendaptnbusi Pasar target
satu tahunnya Rp. 206.640.000 Realisasinya mencapai28§.074.000,-
sedangkan ditahun 2014 target dalam satu tahunny@23%800.000 Realiasi

3945



eJournal llmu Administrasi Negara Volume 4, Nomor 2, 2016: 3938-3950

pendapatan retribusinya mencapai Rp. 215.746.00@&- ddihat dari tahun

ketahun penerimaan Retribusi Pasar Merdeka selama t2012, 2013, dan
2014 selalu berubah-ubah. Bahwa retribusi pasar pafuian 2012 realisasi
melebihi target yang ditetapkan walaupun ditahuri32@an 2014 tidak
melampaui target yang diberikan. Realisasi di taR0h3 dan 2014 tersebut
yang tidak melampaui target dikarenakan, kurandgmgadaran wajib retribusi
dalam melakukan proses pembayaran dan pelaksaremaongutan retibusi
yang masih lemah dan harus ditingkatkan.

Adapun kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatsli Daerah
selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahutatin 2012 pencapaian
realisasi retribusi pasar Rp. 3.102.182.000.00 s¢kitar 1,17 %, ditahun 2013
realisasi retribusi pasar Rp. 3.411.829.400.00 sekitar 1,88 % dan pada 2014
pencapaian realisasi retribusi pasar Rp. 3.677.888Q2 atau sekitar 1,84%
dari total Pendapatan Asli Daerah, Realisasi redripasar merdeka terhadap
pendapatan retribusi pasar Kota Samarinda yaitunt&®12 mencapai 0.66%
yaitu Rp. 162.708.000, ditahun 2013 mencapai 0,6@%u \Rp. 206.074.000,
dan di tahun 2014 mencapai 0.49% yaitu Rp. 215.986.0

Relisasi retribusi di pasar merdeka dari tahun ketajlang selalu
mengalami peningkatan dikarenakan seiringnya peguram pasar seperti
penambahan tempat baru yaitu kios, los, ruko dgmeesm. Kemudian hal yang
menyebabkan penurunan yaitu karena kurangnya kesadaajib retribusi
untuk memenuhi pembayaran retribusi pasar, dan jngsalah pelaksanaan
pemungutan retribusi pasar yang masih perlu disitigin.

Faktor Pendukung Dalam Implementas Perda Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Faktor Pendukung dalam retribusi pasar merdekgada dasarnya
merupakan faktor yang menujang dalam hal pelaksamaglementasi retribusi
pasar. Dengan adanya faktor yang mendukung tersebk& dapat terlaksana
nya pemungutan retribusi di pasar merdeka.

Bahwa factor pendukung dalam retribusi di pasar eledaitu adanya
Peraturan Daerah (perda) yang berlaku sehinggat digpksanakannya
retribusi pasar dan menjadi dasar hukum untuk m&kak penarikan retribusi
pasar di pasar merdeka. dari Peraturan Daerahaptsebut penarikan atau
pemungutan retribusi dapat berjalan dengan baikaselengan ketetapan yang
berlaku dalam meningkatkan Pendapatan Asli DaeP#D) melalui Dinas
Pasar Kota Samarinda.

Faktor- Faktor Penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Retribus Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Adi
Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka).

Faktor penghambat dari retribusi pasar merdekah ssddéunya adalah
subyek retribusi dimana dalam subyek retribuss@bagai wajib retribusi masih
terdapat kendala dalam penarikan pemungutan retrilalam hal petugas
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melakukan pemungutan terhadap wajib retribusi gedar merdeka kesulitan

untuk menarik pungutan dengan maksimal karenarndeda oleh faktor cuaca

seperti hujan yang mengakibatkan banjir, kemudemgpasilan yang diperoleh

pedagang tidak dapat ditaksir sekian persen diaipseari berdagang dan disaat
mengalami tidak adanya penghasilan pedagang terpgadeak membayar atau

hanya membayar setengah dari ketetapan wajib ustrib

Factor penghambat dalam retribusi di pasar merdgktu masih
kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini padaggbagai subjek dalam
melaksanakan retribusi masih lemah artinya kuraagnya pedagang dengan
peraturan yang ada. Kemudian adanya pedagang ydeig mau melakukan
pembayaran dikarenakan petugas pasar merdeka kumsrgperhatikan
kebersihan dilingkungan pasar seperti sampah yaegumpuk ditempat
pembuangan tidak diangkut/ dibersihkan oleh petugasersihan di pasar
merdeka. Dan factor penghambat lainnya dalam prosearikan retribusi yaitu
factor cuaca yang menghambat pedagang dalam melakpeémbayaran seperti
bsnjir, hujan yang menghambat pedagang berjualamgga menyebabkan
penarikan retribusi berkurang.

Dari factor penghambat tersebut kurangnya hasil damungutan
retribusi pasar dapat berdampak pada ImplemeR&sla Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan &etdn Asli Daerah
(Studi di Pasar Merdeka) Kota Samarinda.

Penutup
Berdasarkan penelitian dilapangan penulis memberikasimpulan
sebagai berikut :

1. Implementasi perda nomor 13 tahun 2011 tentangbusirpasar dalam
menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samar{Stiadi di pasar
merdeka), kurang optimal dalam hal pelaksanaan pgutan dan wajib
retribusi serta kurangnya pengawasan dalam halrgibbe dari pihak
pengelola Pasar. Hal tersebut dapat mempengaruifius pasar dalam
menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarindeangaya optimal
tersebut meliputi :

a. Objek dan Subjek Retribusi di Pasar Merdeka yaikumypdiaan
fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintainpgaepelataran, los,
kios, dan ruko. Sedangkan yang menjadi Subjek hdatang pribadi
atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pasar.

b. Struktur dan besarnya tarif retribusi di pasar rekad pedagang
menyetujui besarnya tarif retribusi, meskipun séagpedagang
yang belum menyanggupi mengenai tarif karena haesidapatan
penjualan yang sepi dan para penerima layanam pagaberharap,
akan selalu adanya perhatian pemerintah daeratadegsh pasar
merdeka terutama pada kebersihan

c. Tata cara pemungutan dan tata cara pembayarabusetdi pasar
merdeka, dilakukan dengan mendatangi langsung padadengan
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2.

3.

memberikan karcis sebesar Rp. 2000 per petak. Adapitadanya

kesenjangan yang terjadi yaitu disaat melakukanupgotan adanya
ketidak disiplinan yang terjadi dimana juru pungdék datang setiap

hari melakukan pemungutan kemudian hal ini menyldrab
penumpukan pembayaran bagi pedagang dan adanyaikpana
retribusi tidak disertai dengan karcis.

d. Sanksi Terhadap Pelanggaran Administrasi, belum jalber
maksimal, karena sebagian kecil pedagang menunddgyaran
karena sepinya penjualan. Kurangnya perhatian palaggasar
merdeka terhadap kebersihan yaitu penumpukan saggrahtidak
di angkut oleh petugas kebersihan sehingga adasgagang yang
tidak mau melakukan pembayaran retribusi pasar.

e. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Merdeka TaliP-2014,
Tahun 2012 target Rp. 136.490.400 Realisasi Rp. @8230.
Tahun 2013 target Rp. 206.640.000 Realisasi Rp. 208@00,-
tahun 2014 target Rp. 235.800.000 Realiasi Rp. 26300,-
Realisasi di tahun 2013 dan 2014 yang tidak melampsget
dikarenakan, kurangnya kesadaran wajib retribukindanelakukan
proses pembayaran dan pelaksanaan pemungutarsrgtiog masih
lemah.

Faktor Pendukung retribusi pasar merdeka yaitnyyadperda yang berlaku
menjadi dasar hukum sehingga dapat terlaksanakaatrjausi.
Faktor Penghambat dalam retribusi pasar merdekia yeaktor cuaca
seperti hujan, banjir sehingga adanya pedagang yalad berjualan,
kurang taat nya pedagang dengan peraturan yangSa@arti penjualan
yang sepi sehingga dalam proses pembayaran retrigeambat dan
dilakukan keesokan harinya. Kemudian adanya pedagang tidak mau
melakukan pembayaran karena area pasar sampatdidagkat atau tidak
sempat dibersihkan oleh petugas kebersihan, ma#lagpag tidak mau
membayar, kemudian adanya kehilangan.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai masuan hasil

penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.

Dalam hal struktur dan besarnya tarif retribusi Pemtah kurang
memperhatikan kebersihan dilingkungan pasar. Petaéri hendaknya
memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadgjb wetribusi dengan
melakukan perbaikan dan perawatan dalam ruangumgkilayah pasar
yang di perlukan oleh pedagang.

Tata cara pemungutan retribusi di pasar merdekarbehaksimal karena
terdapat ketidak disiplinan dari petugas yaitukideemberikan karcis oleh
karena itu, perlu adanya perbaikan mekanisme dampemungutan yang
dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar agmjalankan tugas
sebagaimana mestinya dan transparan
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3. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran administrapasiar merdeka belum
maksimal. Kurangnya perhatian dari pengelola pasardeka terhadap
kebersihan oleh karena itu, diharapkan Pemerintabrdh lebih tegas
dalam bertindak terhadap pedagang maupun petwagas lyersangkutan
dalam menjalankan perannya masing-masing.

4. Target dan Realisasi yang terus meningkat dan taygey belum
melampaui karena kurangnya kesadaran wajib retritmiam melakukan
proses pembayaran dan pelaksanaan pemungutarsigtibg masih lemah
dan harus ditingkatkan.

Demikian Kesimpulan dan Saran yang penulis kemukékaikan
dalam penelitian ini. Semoga menjadi bermanfaat paghnbaca dan dapat
membantu para pembaca untuk mencari informasildimdpenelitian ini.
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